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[bookmark: _GoBack]Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Good Environmental Governance (GEG) dalam pembangunan permukiman di Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda, serta implikasinya terhadap kerentanan banjir. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan staf Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, serta aparatur Kelurahan Mugirejo yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan permukiman dan lingkungan. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada tujuh prinsip GEG sebagai kerangka analisis. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GEG dalam pembangunan permukiman di Kelurahan Mugirejo belum berjalan optimal dan masih didominasi pendekatan administratif-prosedural. Penegakan hukum yang lemah, keterbatasan partisipasi publik, serta fragmentasi kelembagaan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas tata kelola lingkungan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kerentanan banjir akibat alih fungsi lahan dan ekspansi permukiman yang tidak terkendali. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan partisipasi publik yang lebih inklusif, serta penegakan regulasi lingkungan secara konsisten guna mendukung pembangunan permukiman yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap risiko banjir.
Kata kunci: Tata Kelola Lingkungan; Pembangunan Permukiman; Kerentanan Banjir; Keberlanjutan.
ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of Good Environmental Governance (GEG) in settlement development in Mugirejo Village, Samarinda City, and its implications for flood vulnerability. The study used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation in Mugirejo Village, Samarinda City. Research informants consisted of officials and staff from the Housing and Settlement Agency, the Environmental Agency, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Samarinda City, and Mugirejo Village officials involved in settlement and environmental development management. Data analysis was conducted through data condensation, data presentation, and drawing conclusions by referring to the seven GEG principles as an analytical framework. Data validity was tested using source triangulation and technical triangulation. The results of the study indicate that the implementation of GEG in settlement development in Mugirejo Village has not been optimal and is still dominated by an administrative-procedural approach. Weak law enforcement, limited public participation, and institutional fragmentation are the main factors that hinder the effectiveness of environmental governance. These conditions have increased flood vulnerability due to land conversion and uncontrolled settlement expansion. This study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing more inclusive public participation, and consistently enforcing environmental regulations to support sustainable and flood-resilient settlement development.
Keywords: Good Environmental Governance; Settlement Development; Flood Vulnerability; Environmental Governance; Sustainability
PENDAHULUAN
Pertumbuhan penduduk di kota meningkat secara signifikan, memicu perluasan kawasan permukiman dan konversi lahan, termasuk ruang terbuka hijau dan kawasan lindung. Perubahan ini mengurangi daya dukung lingkungan dan meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir. Tekanan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, termasuk pertambangan, secara akumulatif menyebabkan degradasi ekologis, kerusakan kawasan hutan, dan daerah resapan air, sehingga memperparah risiko banjir. Meski pembangunan kawasan permukiman diupayakan berkelanjutan sesuai RPJPN 2025–2045, implementasinya masih rendah dalam mengintegrasikan aspek lingkungan (Pemerintah Indonesia, 2024)  implementasinya masih menunjukkan lemahnya integrasi aspek lingkungan.
Menelaah aspek tata kelola lingkungan tidak lagi dianggap sebagai domain eksklusif negara, melainkan sebagai ruang yang melibatkan berbagai aktor, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, sebagai pemangku kepentingan (Evans & Thomas, 2023). Untuk mencapai ini, partisipasi publik menjadi unsur kunci dalam proses pengambilan keputusan, karena memungkinkan keterlibatan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan legitimatif (Chu et al., 2022; Kiss et al., 2022). Perluasan aktor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan legitimasi kebijakan melalui mobilisasi sumber daya. Akan tetapi, keterlibatan berbagai aktor berpotensi menimbulkan fragmentasi kewenangan dan tantangan koordinasi (Nunan, 2018), terutama jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang efektif di tingkat lokal (Elsässer et al., 2022).
Good Environmental Governance (GEG) oleh Belbase (Fariz et al., 2024; Purniawati et al., 2020) menekankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan. Penerapan prinsip ini menjadi penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem. Namun demikian, implementasi GEG dalam pembangunan kawasan permukiman masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek partisipasi masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta konsistensi kebijakan.
Studi tentang tata kelola lingkungan dalam pembangunan permukiman masih menunjukkan kekurangan dalam menghubungkan kualitas tata kelola lingkungan dengan kerentanan bencana di tingkat lokal. Penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek perencanaan tata ruang, keberlanjutan lingkungan, dan pendekatan teknokratis dalam pengelolaan permukiman, yang cenderung memandang masalah lingkungan sebagai persoalan fisik dan administratif semata. (Dieperink et al., 2016; Driessen et al., 2016; Elmqvist et al., 2018; Matczak & Hegger, 2021; Okunola et al., 2026). Studi oleh (Buchori et al., 2025) menunjukkan bahwa angka kejadian banjir tetap meningkat meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan GEG, khususnya dalam hal koordinasi kelembagaan, efektivitas kebijakan, dan ketersediaan sumber daya. Hal ini menegaskan adanya kekosongan konsep dalam menjelaskan bagaimana kelemahan GEG berkontribusi terhadap kerentanan banjir di kawasan permukiman lokal.
Artikel ini menekankan bahwa kurangnya penerapan prinsip GEG dalam pembangunan permukiman memperburuk kerentanan terhadap banjir. Kerentanan ekologis tidak hanya dilihat dari segi hidrologi, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara proses pembangunan dan kualitas pengelolaan lingkungan. Secara teoretis, penelitian ini menempatkan GEG sebagai faktor utama dalam menjelaskan kerentanan banjir di tingkat lokal. Secara empiris, hasil penelitian di Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda, menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan drainase, dan pengawasan pembangunan di kawasan rawan menyebabkan risiko banjir yang lebih tinggi.
Kelurahan Mugirejo di Kota Samarinda merupakan kawasan permukiman dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi. Tabel (I) mengindikasikan bahwa sekitar 95,51% wilayah masuk kategori rawan hingga sangat rawan banjir, dengan luas 1149,71 hektar (rawan) dan 817,23 hektar (sangat rawan). Kerawanan ini dipicu oleh alih fungsi lahan, tekanan pembangunan, dan sistem drainase yang belum optimal. Kondisi ini sesuai dengan studi yang menyebutkan bahwa urbanisasi dan perubahan tata guna lahan secara signifikan meningkatkan limpasan permukaan dan frekuensi banjir, apalagi jika didukung oleh kapasitas drainase yang terbatas di kawasan perkotaan (Rakshit et al., 2023).
Pembangunan kawasan permukiman di Indonesia telah diatur melalui kerangka hukum nasional dan daerah yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan daya dukung lingkungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan penyelenggaraan perumahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan lingkungan melalui instrumen AMDAL, pengendalian pencemaran, serta sanksi. Arah ini diperkuat dalam RPJPN 2025–2045 yang mendorong integrasi pembangunan permukiman dengan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2042 mengarahkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan menjaga fungsi ekologis, termasuk ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air. Implementasi kebijakan di Kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Mugirejo, menjadi krusial dalam mengendalikan pembangunan di kawasan rawan banjir, termasuk melalui program penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, dinamika pembangunan di Kelurahan Mugirejo menunjukkan ketidakseimbangan antara tekanan pembangunan dan penerapan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, wilayah ini dipilih sebagai lokasi studi karena merepresentasikan kawasan urban pinggiran yang mengalami tekanan pembangunan intensif dalam periode 2018–2024, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengawasan lingkungan. Lokasi Jl. Tegalrejo, Gang Pesantren dipilih karena menunjukkan dinamika spasial yang signifikan dan dapat ditelusuri melalui citra satelit serta observasi lapangan, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi GEG dalam mengelola hubungan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip GEG dalam pembangunan kawasan permukiman di Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda, sebagai bagian dari upaya menjelaskan keterkaitan antara kualitas tata kelola lingkungan dan meningkatnya kerentanan banjir. Dengan menggunakan kerangka GEG, penelitian ini memfokuskan analisis pada tujuh dimensi utama, yaitu aturan hukum (rule of law), partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasii, kelembagaan, akses terhadap keadilan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini berupaya mengidentifikasi pola, mekanisme, serta aktor kunci yang memengaruhi efektivitas tata kelola lingkungan pada kawasan rawan banjir.
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bahwa permasalahan banjir tidak semata-mata bersumber dari faktor fisik dan hidrologis, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola lingkungan. Dinamika pembangunan di Kelurahan Mugirejo menunjukkan bahwa tekanan pembangunan yang tidak diimbangi dengan penerapan prinsip keberlanjutan berpotensi memperkuat kerentanan ekologis. Kondisi ini menempatkan kawasan permukiman sebagai ruang kritis yang memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian environmental governance dengan menekankan peran implementasi prinsip GEG dalam menjelaskan kerentanan banjir pada skala lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan permukiman yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap risiko bencana. Jika kelemahan dalam koordinasi kelembagaan, partisipasi publik, dan penegakan kebijakan terus berlangsung, maka pembangunan permukiman berpotensi mempercepat degradasi lingkungan dan memperbesar risiko bencana.
Dengan demikian, pembangunan kawasan permukiman di Kelurahan Mugirejo merepresentasikan tantangan mendasar dalam tata kelola lingkungan perkotaan, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan wilayah dan keberlanjutan ekologis. Dalam tekanan pembangunan yang terus meningkat, efektivitas penerapan GEG menjadi penentu utama apakah pembangunan akan mengarah pada ketahanan lingkungan atau justru memperdalam kerentanan bencana.
METODE
Metode ini menggunakan penelitian kualitatif atau sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi alamiah (natural setting) (Denzin & Lincoln, 2011). Metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek di lingkungan alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggabungan berbagai teknik), dengan analisis data yang bersifat induktif dan kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan makna dibandingkan dengan generalisasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan, fenomena, peristiwa, dan objek di lapangan (Creswell & Creswell, 2017). 
  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerangka Kebijakan Pembangunan Permukiman di Kelurahan Mugirejo
Pembangunan kawasan permukiman di Kelurahan Mugirejo dilakukan sesuai dengan kerangka kebijakan yang meliputi tata ruang, perizinan, dan pengelolaan lingkungan. Secara normatif, kerangka ini berdasarkan beberapa regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang merupakan turunan teknis dari kebijakan nasional terkait.
Implementasi pembangunan permukiman membutuhkan beberapa instrumen utama, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). KKPR memastikan bahwa rencana kegiatan sesuai dengan tata ruang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Persetujuan lingkungan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, bertujuan menilai dan mengendalikan dampak lingkungan sebelum kegiatan dilakukan. Sedangkan, PBG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, berfungsi menjamin kesesuaian teknik bangunan dengan standar keselamatan, fungsi, dan tata bangunan.
Tabel I. Sintesis Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Lingkungan.
	Kebijakan/Regulasi
	Substansi Utama
	Fungsi dalam Pembangunan Permukiman

	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pemerintah Indonesia, 2007)
	Mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.
	Menjadi dasar dalam penetapan zonasi dan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang.

	PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pemerintah Indonesia, 2021b)
	Mengatur pelaksanaan teknis penataan ruang berbasis perizinan.
	Mengintegrasikan sistem perizinan ruang melalui mekanisme berbasis risiko.

	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pemerintah Indonesia, 2020).
	Penyederhanaan perizinan dan percepatan investasi.
	Mempermudah proses perizinan pembangunan permukiman melalui sistem terintegrasi.

	PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pemerintah Indonesia, 2021d).
	Mengatur instrumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.
	Mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan permukiman.


	Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042 (Pemerintah Kota Samarinda, 2023a) 
	Penetapan struktur dan pola ruang wilayah.
	Menjadi pedoman utama dalam menentukan kesesuaian lokasi pembangunan permukiman.

	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (ATR/BPN, 2018) .
	Pengaturan rinci pemanfaatan ruang.
	Memberikan kepastian teknis pemanfaatan ruang pada level tapak.

	KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) (Pemerintah Indonesia, 2021c).
	Persetujuan kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang.
	Menjadi filter awal sebelum pembangunan dilakukan.

	Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) (Pemerintah Indonesia, 2021d)
	Kajian dampak lingkungan kegiatan.
	Mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan.

	PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) (Pemerintah Indonesia, 2021a)
	Legalitas teknis bangunan.
	Mengatur kelayakan administratif dan teknis bangunan

	Perwali Samarinda No. 32 Tahun 2017 (Pemerintah Kota Samarinda, 2017)
	Tata cara pemberian izin pematangan lahan.
	Mengendalikan aktivitas pembukaan dan pengolahan lahan.

	Perwali Samarinda No. 73 Tahun 2023 (Pemerintah Kota Samarinda, 2023b)
	Izin membuka tanah negara.
	Mengatur pemanfaatan lahan negara secara legal.

	Perwali Samarinda No. 1 Tahun 2024 (Pemerintah Kota Samarinda, 2024)
	Pengaturan peran RT dalam wilayah.
	Memperkuat peran administratif dan sosial RT.


Sumber: Diolah penulis berdasarkan berbagai regulasi terkait penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, (2026).
Berdasarkan Tabel (I), kerangka kebijakan pembangunan permukiman terbagi menjadi tiga pola utama yang saling terkait dalam mengatur penggunaan ruang dan pengelolaan lingkungan. Pertama adalah regulasi berbasis penataan ruang, di mana instrumen seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berfungsi sebagai dasar menentukan apakah suatu wilayah layak dikembangkan menjadi kawasan permukiman. Dengan perangkat ini, penggunaan ruang diharapkan mengikuti struktur dan pola yang telah ditetapkan, termasuk melindungi kawasan dengan fungsi ekologis seperti daerah resapan air. Secara konseptual, pola ini menunjukkan usaha mengendalikan penggunaan ruang agar tidak menimbulkan konflik dalam pemanfaatan lahan. Melalui GEG, hal ini berkaitan dengan prinsip penegakan hukum (rule of law) dan pembangunan berkelanjutan.
Kedua, sistem perizinan berbasis risiko yang terintegrasi menggabungkan berbagai instrumen seperti KKPR, persetujuan lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke dalam satu mekanisme yang terhubung. Pendekatan ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat pembangunan. Namun, integrasi ini juga berpotensi menjadikan aspek administratif sebagai prioritas utama, sementara pengawasan di lapangan menjadi kurang optimal. Dari perspektif GEG, hal ini berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan proses perizinan tidak hanya formalitas, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Ketiga, regulasi yang berfokus pada perlindungan lingkungan meliputi instrumen seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, yang bertujuan mengidentifikasi dan mengendalikan potensi dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan. Instrumen ini menandakan adanya pendekatan preventif dalam menjaga kualitas lingkungan sejak awal perencanaan. Dalam kerangka GEG, pola ini terkait dengan prinsip keberlanjutan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas lingkungan, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem.
Meski ketiga pola tersebut secara teori menunjukkan sistem kebijakan yang lengkap, integrasi di antara kebijakan belum sepenuhnya mendukung pengendalian yang efektif dalam praktik. Hubungan antara penataan ruang, perizinan, dan perlindungan lingkungan sering berjalan secara terpisah, sehingga memungkinkan ketidaksesuaian antara rencana dan penggunaan ruang yang sebenarnya. GEG menggambarkan kondisi ini sebagai ketidakoptimalan dalam mengintegrasikan prinsip tata kelola, terutama dalam hal koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, dan pengawasan lingkungan. Akibatnya, kerangka kebijakan saat ini belum cukup untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, seperti meningkatnya kerentanan banjir di daerah permukiman. Selain itu, tekanan ekologis terlihat dari luas wilayah pertambangan di Samarinda yang telah menurunkan tutupan hutan secara signifikan, tersisa sekitar 0,9% dari total wilayah kota, yang menyebabkan melemahnya fungsi ekologis lingkungan, khususnya dalam mengendalikan limpasan air. 
Implementasi kebijakan pembangunan permukiman di Kelurahan Mugirejo pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berlaku. Namun, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Kota Samarinda menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini tercermin dari pernyataan informan sebagai berikut:
“Kalau secara tata ruang, di wilayah Mugirejo itu ada yang masuk kawasan hijau dan ada juga yang untuk permukiman. Tapi kenyataannya, banyak bekas tambang yang tidak direhabilitasi, sehingga daerah resapan berkurang dan itu memicu banjir” (Nurba 2026, Wawancara).
Selanjutnya, informan juga menyoroti adanya keterbatasan kewenangan dalam pengendalian pemanfaatan lahan, khususnya pada aktivitas tertentu yang berada di luar kewenangan pemerintah kota:
“Untuk pematangan lahan, PUPR sebenarnya tidak pernah mengeluarkan izin. Tapi kalau galian  seperti pasir dan tanah, itu kewenangannya ada di provinsi. Jadi pengendaliannya memang tidak  sepenuhnya di kota” (Nurba 2026, Wawancara).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan telah dirancang secara sistematis melalui integrasi instrumen tata ruang, lingkungan, dan bangunan, implementasinya masih menghadapi kendala struktural. Fragmentasi kewenangan serta lemahnya pengendalian terhadap aktivitas pemanfaatan lahan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan penerapan kebijakan di Kelurahan Mugirejo
Dinamika Perkembangan Permukiman dan Ketidaksesuaian Tata Ruang
Pola ketidaksesuaian antara perkembangan permukiman dan rencana tata ruang di Kelurahan Mugirejo tidak berlangsung secara sporadis, melainkan terbentuk melalui dua mekanisme utama yang saling menguatkan. Pertama, ekspansi permukiman berlangsung melalui proses perkembangan historis yang tidak diiringi dengan perencanaan tata ruang yang memadai. Kawasan yang pada awalnya berkembang dari program transmigrasi mengalami transformasi menjadi permukiman permanen secara bertahap, yang kemudian dilegitimasi melalui pembentukan struktur administratif seperti RT dan RW. Namun demikian, legalisasi administratif tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara kondisi eksisting dan kerangka perencanaan formal.
Dampak dari pertumbuhan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang terlihat jelas. Lingkungan menjadi lebih rentan, terutama terhadap risiko banjir. Perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu membuat kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang. Sistem drainase juga semakin terbebani. Salah satu cara untuk melihat dampaknya adalah dengan melihat luas area yang rawan banjir. Semakin luas area yang rentan terhadap banjir, semakin besar tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan permukiman dan kemampuan lingkungan. Data tentang luas kawasan rawan banjir di Kelurahan Mugirejo bisa dilihat di Tabel II berikut.
Tabel II. Data Rawan Banjir Kelurahan Mugirejo
	Keterangan
	Luas (Ha)

	Tidak Rawan
	92,27

	Rawan
	1149,71

	Sangat Rawan
	817,23


    	 Sumber:  (Nugraha et al., 2024).
Berdasarkan Tabel II, Kelurahan Mugirejo memiliki area yang cukup besar dan rawan banjir. Hal ini menunjukkan beberapa bagian dari kelurahan tersebut menghadapi risiko lingkungan yang perlu diperhatikan saat membangun perumahan. Besarnya area yang berisiko banjir tidak bisa dipisahkan dari perubahan cara penggunaan lahan di daerah tersebut selama beberapa tahun belakangan.
Untuk melihat bagaimana kawasan permukiman berkembang, kita melakukan analisis dengan membandingkan gambar wilayah Jalan Tegalrejo, Gang Pesantren pada tahun 2018 dan 2024. Dari perbandingan kedua gambar tersebut, kita bisa lihat perubahan fisik di wilayah tersebut yang berkaitan dengan bertambahnya area yang dibangun dan berkurangnya ruang terbuka hijau.
Gambar I. Peta Jl. Tegalrejo, Gang Pesantren, Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda Tahun 2018
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Sumber: Google Earth, 2018. 
Gambar II. Peta Jl. Tegalrejo, Gang Pesantren, Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda Tahun 2024
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Sumber: Google Earth, 2024. 
Transformasi spasial di Kelurahan Mugirejo mencerminkan pergeseran penggunaan lahan dari area terbuka hijau menjadi daerah pemukiman. Gambar (I) menunjukkan kondisi penggunaan lahan di tahun 2018 yang masih didominasi oleh vegetasi serta lahan terbuka, sementara Gambar (II) mengilustrasikan perubahan yang cukup mencolok pada tahun 2024 dengan meningkatnya area terbangun akibat pembukaan lahan dan pengembangan infrastruktur jalan di Jl. Tegalrejo, Jalan Pesantren. Perbandingan kedua gambar tersebut menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan (land use change) yang terjadi dengan cepat sejalan dengan meningkatnya tuntutan ruang untuk kegiatan permukiman.
Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pemukiman di area tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan jumlah bangunan, tetapi juga dari penurunan fungsi ekologis lahan. Perubahan ruang terbuka menjadi area terbangun mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, penurunan tutupan vegetasi, dan peningkatan tekanan terhadap kemampuan dukung lingkungan. Dalam sudut pandang tata ruang, situasi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang mengalami perkembangan yang lebih pesat daripada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan dan mengawasi penggunaannya. Fenomena ini menurut Nurhikmahwati et al., (2021) pengelolaan pemanfaatan ruang masih menghadapi kendala, terutama pada alat operasional. Akibatnya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pemanfaatan ruang.
Perubahan itu juga berpengaruh pada kondisi hidrologis daerah. Semakin besar area yang tertutup konstruksi dan permukaan yang tidak tembus air, semakin banyak volume limpasan permukaan yang dihasilkan saat hujan terjadi. Situasi ini menjadi krusial mengingat Kelurahan Mugirejo adalah salah satu daerah yang memiliki area rentan banjir yang cukup luas. Oleh karena itu, pertumbuhan permukiman yang tidak diikuti dengan perlindungan area resapan air dapat meningkatkan risiko banjir di kawasan itu.
Merujuk dari sudut pandang GEG, hasil ini mengindikasikan signifikansi pengintegrasian prinsip keberlanjutan, akuntabilitas lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pemukiman. Transformasi penggunaan lahan yang terjadi menunjukkan pentingnya penilaian terhadap praktik pengelolaan ruang agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ada.
Kedua, ketidaksesuaian tersebut diperkuat oleh lemahnya integrasi antara pertumbuhan permukiman dan kapasitas daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan yang berlangsung secara gradual telah menggeser fungsi ekologis kawasan, terutama pada wilayah yang seharusnya berperan sebagai daerah resapan air. Melalui ini, terjadi pemisahan antara legitimasi administratif dan legitimasi ekologis, di mana keberadaan permukiman diakui secara formal, tetapi tidak selaras dengan karakteristik lingkungan. Interaksi antara kedua mekanisme tersebut menghasilkan pola spasial permukiman yang cenderung terkonsentrasi pada wilayah dengan tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi. Untuk memahami pola tersebut secara konkret, dilakukan analisis spasial berbasis peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kelurahan Mugirejo Tahun 2023–2043, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar III.
[image: ]Gambar III. Peta RT/RW Kelurahan Mugirejo Tahun 2023–2043.













Sumber: Olahan peneliti berdasarkan Perda Kota Samarinda No. 7 Tahun 2023, 2026.
Berdasarkan Gambar (III), distribusi permukiman di Kelurahan Mugirejo menunjukkan kecenderungan berkembang pada wilayah yang berdekatan dengan badan air serta kawasan yang memiliki fungsi ekologis sebagai daerah resapan. Pola ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan ruang tidak sepenuhnya mengikuti arahan rencana tata ruang, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan yang bersifat adaptif namun tidak terkendali. Konsentrasi permukiman pada wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi menunjukkan adanya penyimpangan fungsi ruang yang bersifat sistematis, bukan insidental.
Alih fungsi kawasan resapan air menjadi permukiman memperlihatkan terjadinya degradasi fungsi ekologis yang berdampak langsung pada menurunnya kemampuan lingkungan dalam mengelola limpasan air. Kondisi ini memperkuat hubungan antara ketidaksesuaian tata ruang dan meningkatnya kerentanan banjir di kawasan tersebut. Dengan demikian, peta RTRW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang mengungkap adanya kesenjangan antara struktur ruang yang direncanakan dengan realitas pemanfaatan ruang di lapangan. 
Temuan spasial terkait kerentanan lingkungan di Kelurahan Mugirejo diperkuat oleh kondisi empiris di lapangan. Kepala Kelurahan Mugirejo menjelaskan bahwa banjir yang terjadi saat ini merupakan dampak dari aktivitas pertambangan pada masa lalu, sementara infrastruktur pengendalian banjir seperti kolam retensi belum tersedia dan sistem drainase masih belum optimal. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerentanan lingkungan di Mugirejo bukan hanya disebabkan oleh faktor curah hujan yang tinggi atau kondisi alam semata, melainkan merupakan akibat dari proses perubahan lingkungan yang berlangsung dalam jangka panjang tanpa diikuti dengan upaya pemulihan ekosistem yang memadai. Aktivitas pertambangan pada masa lalu diduga telah mengubah struktur tanah, mengurangi daya serap air, serta menyebabkan perubahan kontur lahan yang berdampak pada terganggunya sistem hidrologi alami di wilayah tersebut. Kondisi ini kemudian diperparah oleh belum tersedianya infrastruktur pengendalian banjir yang mampu menahan atau mengalihkan debit air ketika intensitas hujan meningkat, seperti kolam retensi, embung, maupun saluran drainase yang terintegrasi dengan baik. Sistem drainase yang belum optimal juga menyebabkan aliran air tidak dapat mengalir secara lancar sehingga memicu genangan bahkan banjir di kawasan permukiman warga. Selain itu, lemahnya kapasitas infrastruktur lingkungan memperlihatkan bahwa pembangunan wilayah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan mitigasi bencana. Dalam konteks ini, banjir yang terjadi di Mugirejo dapat dipahami sebagai bentuk akumulasi dari kerusakan ekologis, kurangnya penataan ruang yang adaptif terhadap risiko lingkungan, serta keterbatasan sarana pendukung pengendalian air. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi melalui rehabilitasi lingkungan, perbaikan sistem drainase, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dan penguatan tata kelola lingkungan berbasis mitigasi, maka potensi banjir di masa mendatang akan terus meningkat dan dapat menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Dari sisi tata ruang, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Samarinda, menyatakan bahwa sebagian wilayah Mugirejo memiliki fungsi campuran antara kawasan hijau dan kawasan permukiman. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan ruang yang cukup kompleks, karena wilayah yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga ekologis dan daerah resapan air mulai mengalami tekanan akibat perkembangan aktivitas permukiman. Fungsi campuran antara kawasan hijau dan kawasan hunian pada dasarnya dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak diatur secara ketat melalui kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam konteks Mugirejo, keberadaan permukiman yang berkembang di sekitar kawasan hijau berpotensi mengurangi luas area vegetasi, meningkatkan alih fungsi lahan, serta menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Akibatnya, keseimbangan ekologis menjadi terganggu dan risiko lingkungan seperti banjir, genangan, longsor, maupun penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi semakin tinggi. 
Hasil analisis spasial yang menunjukkan adanya tekanan pembangunan pada wilayah dengan daya dukung lingkungan terbatas memperlihatkan bahwa pertumbuhan permukiman di Mugirejo cenderung berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan lingkungan untuk menopang aktivitas tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan hunian, pertumbuhan penduduk, serta dorongan pembangunan perkotaan yang terus meluas ke wilayah pinggiran. Namun demikian, apabila proses pembangunan tersebut tidak disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, maka kawasan hijau yang memiliki fungsi ekologis penting akan semakin terdegradasi. Perubahan fungsi lahan dari area terbuka hijau menjadi kawasan terbangun juga dapat menyebabkan meningkatnya permukaan kedap air sehingga aliran limpasan air hujan menjadi lebih besar dan memperbesar potensi banjir di wilayah sekitar. 
Selain itu, berkurangnya ruang terbuka hijau turut berdampak terhadap menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu lingkungan, serta berkurangnya keseimbangan ekosistem perkotaan. Dengan demikian, perkembangan permukiman di Mugirejo tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan ruang hunian bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata ruang yang lebih terarah, pengawasan terhadap alih fungsi lahan, serta upaya penguatan konsep pembangunan berkelanjutan agar pemanfaatan ruang di Mugirejo tetap memperhatikan aspek ekologis dan mampu meminimalkan risiko lingkungan di masa mendatang.
Selanjutnya, dinamika pembangunan permukiman di Mugirejo juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan yang berdampak pada mekanisme partisipasi masyarakat. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Samarinda, Nurvina Hayuni, menjelaskan bahwa: 
“Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, proses pembangunan tidak lagi mensyaratkan izin warga atau RT sehingga masyarakat sering kali baru mengetahui adanya pembangunan ketika kegiatan telah berlangsung” (Hayuni 20216, Wawancara).
Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antara pemerintah, pelaku pembangunan, dan masyarakat dalam proses pengelolaan ruang permukiman. Sebelum adanya perubahan kebijakan tersebut, keterlibatan warga melalui izin lingkungan atau persetujuan RT setidaknya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mempertimbangkan, bahkan menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan yang dinilai dapat berdampak pada kondisi sosial maupun lingkungan sekitar. Namun, setelah mekanisme tersebut tidak lagi menjadi syarat utama, masyarakat cenderung kehilangan akses awal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di lingkungannya sendiri. Akibatnya, partisipasi masyarakat yang sebelumnya dapat bersifat preventif dan deliberatif bergeser menjadi lebih reaktif, yaitu masyarakat baru memberikan respons ketika pembangunan telah berjalan dan dampaknya mulai dirasakan secara langsung. Pergeseran ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti meningkatnya konflik sosial, munculnya penolakan warga, serta melemahnya rasa memiliki masyarakat terhadap tata kelola lingkungan permukiman. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat sejak tahap awal juga dapat menyebabkan kurangnya pengawasan sosial terhadap kesesuaian pembangunan dengan kondisi lingkungan setempat, terutama pada wilayah yang memiliki kerentanan ekologis seperti Mugirejo. 
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting karena masyarakat lokal pada dasarnya memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan, sejarah wilayah, serta potensi risiko yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pelaku pembangunan. Ketika ruang partisipasi tersebut semakin terbatas, maka proses pembangunan berisiko lebih berorientasi pada kepentingan investasi dan percepatan pembangunan fisik dibandingkan pada aspek keberlanjutan sosial dan ekologis. Kondisi ini juga dapat melemahkan kontrol sosial masyarakat terhadap alih fungsi lahan, kepadatan permukiman, maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, meskipun kebijakan penyederhanaan perizinan bertujuan untuk mempercepat investasi dan pembangunan, diperlukan mekanisme alternatif yang tetap mampu menjamin keterlibatan masyarakat secara aktif, transparan, dan partisipatif agar pembangunan permukiman di Mugirejo tetap berjalan secara inklusif serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Menelaah sisi tata kelola pembangunan permukiman di Mugirejo masih menunjukkan kecenderungan sektoral. Kepala Bidang Tata Lingkungan (DLH) Kota Samarinda, menjelaskan bahwa setiap pembangunan wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala kegiatan, mulai dari SPPL hingga AMDAL. Namun demikian, kewenangan DLH terbatas pada aspek lingkungan, sedangkan kesesuaian tata ruang berada di bawah kewenangan instansi lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem tata kelola pembangunan permukiman di Mugirejo masih berjalan secara terpisah berdasarkan bidang kewenangan masing-masing lembaga, sehingga proses pengawasan dan pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu. Dalam praktiknya, keberadaan dokumen lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL memang menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi dan meminimalkan dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan. Akan tetapi, apabila pengawasan terhadap aspek lingkungan tidak diintegrasikan dengan pengawasan tata ruang, maka potensi terjadinya pembangunan pada kawasan yang sebenarnya memiliki keterbatasan ekologis tetap dapat terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan administrasi lingkungan belum tentu sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan apabila koordinasi lintas sektor masih lemah. Fragmentasi kewenangan antar instansi juga dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan, keterlambatan pengawasan, hingga celah dalam proses perizinan pembangunan. 
Sebagai contoh, suatu pembangunan dapat dinilai memenuhi persyaratan lingkungan secara administratif, tetapi pada saat yang sama belum tentu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau kondisi daya dukung lingkungan setempat. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendekatan sektoral dalam tata kelola pembangunan berpotensi mengurangi efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan pembangunan seperti Mugirejo. Selain itu, kurangnya integrasi antar lembaga dapat berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan, peningkatan kepadatan permukiman, serta risiko kerusakan lingkungan yang muncul akibat pembangunan yang tidak terkendali. 
Dalam perspektif tata kelola lingkungan, pembangunan permukiman seharusnya tidak hanya dinilai dari terpenuhinya persyaratan administratif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keterkaitan antara aspek lingkungan, tata ruang, sosial, dan mitigasi bencana secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor antara DLH, PUPR, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait lainnya agar proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan permukiman dapat berjalan lebih terintegrasi. Sinergi antar lembaga tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Mugirejo tidak hanya mendukung pertumbuhan kawasan permukiman, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan risiko ekologis di masa mendatang.
Dengan demikian, dinamika pembangunan permukiman di Kelurahan Mugirejo tidak hanya mencerminkan persoalan ketidaksesuaian tata ruang, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi antara faktor historis, tekanan pembangunan, perubahan kebijakan, serta kelemahan koordinasi kelembagaan. Dalam perspektif GEG, kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip partisipasi, integrasi kelembagaan, dan pengendalian pembangunan belum diimplementasikan secara optimal.
Implementasi Prinsip Good Environmental Governance (GEG) dalam Pembangunan Permukiman di Kelurahan Mugirejo
Implementasi prinsip GEG dalam pembangunan permukiman di Kelurahan Mugirejo menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka normatif dan praktik empiris. Ketujuh prinsip GEG belum terinternalisasi secara optimal, sehingga menghasilkan pola pemanfaatan ruang yang cenderung tidak terkendali dan berkontribusi terhadap peningkatan kerentanan banjir.
Pertama, pada prinsip aturan hukum (rule of law), secara formal mekanisme perizinan telah tersedia melalui sistem yang terintegrasi. Namun, implementasinya menunjukkan lemahnya konsistensi penegakan hukum. Aktivitas pematangan lahan serta perubahan bentang alam tetap berlangsung meskipun tidak seluruhnya memiliki izin yang jelas. Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Kota Samarinda, menyatakan bahwa PUPR tidak pernah mengeluarkan izin pematangan lahan, tetapi aktivitas tersebut tetap terjadi di lapangan dan banyak bekas tambang yang tidak direhabilitasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi pengawasannya di tingkat lokal. Secara normatif, aturan mengenai pemanfaatan lahan dan perlindungan lingkungan telah disusun untuk mengendalikan pembangunan agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis. Namun dalam praktiknya, lemahnya pengawasan menyebabkan aktivitas yang tidak memiliki kejelasan izin tetap berlangsung tanpa pengendalian yang maksimal. Selain itu, banyaknya lahan bekas tambang yang tidak direhabilitasi menunjukkan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan belum dijalankan secara optimal. Situasi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Akibatnya, perubahan bentang alam terus terjadi dan berpotensi meningkatkan risiko lingkungan seperti banjir, longsor, serta menurunnya kualitas kawasan permukiman di Mugirejo. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi antarinstansi yang lebih kuat agar implementasi aturan hukum dapat berjalan secara konsisten dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Temuan tersebut diperkuat oleh pandangan akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, yang menyoroti adanya hambatan nonteknokratis dalam implementasi kebijakan tata ruang. Menurutnya, Kota Samarinda menghadapi tingkat keterlanjuran lahan yang tinggi, di mana kawasan yang secara ekologis berfungsi sebagai daerah resapan air telah dikuasai secara privat oleh pihak yang memiliki modal ekonomi maupun kekuatan politik. Situasi ini menyebabkan tata ruang yang ideal sulit direalisasikan karena kepentingan ekologis sering kali berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tata ruang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perencanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kekuatan politik dalam penguasaan lahan. Ketika kawasan resapan air telah beralih fungsi menjadi area terbangun, maka kemampuan lingkungan dalam menyerap air menjadi berkurang dan risiko banjir semakin meningkat. Selain itu, penguasaan lahan oleh pihak tertentu juga menyulitkan pemerintah dalam mengembalikan fungsi ekologis wilayah sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga meningkatkan sosialisasi mengenai tata ruang dan perizinan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga fungsi lingkungan serta mendukung pemanfaatan ruang yang lebih berkelanjutan.
Kedua, pada prinsip partisipasi dan representasi (participation and representation), keterlibatan masyarakat masih bersifat prosedural. Masyarakat memang dilibatkan dalam forum formal yang berkaitan dengan proses pembangunan, namun keterlibatan tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Kepala Bidang Kawasan Perumahan Dinas Perkim Kota Samarinda, menyatakan bahwa masyarakat diundang dalam proses pembahasan, tetapi tidak memiliki dasar untuk menolak pembangunan selama lahan yang digunakan sesuai dengan tata ruang dan merupakan kepemilikan pribadi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik masih berada pada level formalitas (tokenism), di mana masyarakat hanya ditempatkan sebagai pihak yang diberi informasi atau dilibatkan secara administratif tanpa memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah pembangunan. Dengan demikian, mekanisme partisipasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi substantif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengawasan maupun pengambilan keputusan terkait pembangunan permukiman.
Ketiga, pada prinsip akses terhadap informasi (access to information), secara normatif informasi terkait pembangunan dan dokumen lingkungan bersifat terbuka. Namun, dalam praktiknya, akses tersebut belum sepenuhnya inklusif dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, menjelaskan bahwa dokumen seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersifat terbuka, tetapi sering terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman masyarakat terhadap isi dokumen tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan informasi (information asymmetry) antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kemampuan publik dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan masih terbatas. Meskipun dokumen lingkungan dapat diakses secara formal, isi dan istilah teknis yang digunakan sering kali sulit dipahami oleh masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan terkait tata ruang maupun lingkungan. Akibatnya, masyarakat belum dapat terlibat secara optimal dalam mengawasi atau menilai dampak pembangunan di wilayahnya. Selain itu, keterbatasan penyampaian informasi yang komunikatif juga dapat menyebabkan munculnya persepsi keliru, kurangnya partisipasi, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian lingkungan. Dengan demikian, keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas dalam penyampaian dan pemahaman informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi serta menyederhanakan penyampaian informasi publik agar masyarakat lebih mudah memahami isi dokumen lingkungan dan dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam pengawasan pembangunan.
Keempat, dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban telah dilembagakan melalui sistem perizinan dan pengawasan. Namun demikian, pendekatan yang diterapkan masih cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Dampak lingkungan, seperti banjir yang terus berulang, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Kota Samarinda, menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan pasti menimbulkan dampak dan yang dilakukan pemerintah adalah meminimalisir dampak tersebut. Pernyataan ini mencerminkan adanya kecenderungan normalisasi terhadap dampak lingkungan dalam praktik pembangunan, sehingga pengelolaan lingkungan lebih diarahkan pada mitigasi dampak dibandingkan dengan upaya pencegahan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masih lebih berfokus pada penanganan akibat setelah dampak terjadi, bukan pada pengendalian sejak tahap perencanaan agar risiko lingkungan dapat dicegah sejak awal. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti banjir terus berulang karena pengawasan dan pengendalian pembangunan belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya memerlukan keterbukaan dalam proses perizinan, tetapi juga komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih preventif dan berorientasi pada perlindungan lingkungan jangka panjang.
Kelima, pada prinsip desentralisasi, kewenangan di tingkat lokal masih terbatas. Kelurahan maupun RT tidak memiliki otoritas untuk melakukan intervensi langsung terhadap aktivitas pembangunan yang berlangsung di wilayahnya. Lurah Mugirejo, menyatakan bahwa pihak kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan hanya dapat menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi administratif belum sepenuhnya diikuti dengan distribusi kewenangan yang memadai di tingkat lokal, sehingga kapasitas pemerintah kelurahan dalam mengontrol pembangunan masih sangat terbatas. Akibatnya, pemerintah kelurahan lebih berperan sebagai perantara laporan masyarakat daripada sebagai aktor yang mampu mengambil tindakan langsung terhadap pelanggaran pembangunan atau pemanfaatan ruang yang bermasalah. Keterbatasan kewenangan ini juga menyebabkan respons terhadap persoalan lingkungan dan pembangunan sering kali bergantung pada keputusan instansi di tingkat yang lebih tinggi, sehingga pengendalian pembangunan di tingkat lokal menjadi kurang efektif dan penanganannya lambat. 
Keenam, pada prinsip kelembagaan (institutions), koordinasi antar-organisasi perangkat daerah telah terbentuk secara formal, namun belum berjalan efektif dalam implementasi. Namun, implementasinya di lapangan belum berjalan optimal. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda, menyatakan bahwa koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah ada, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan yang menyebabkan pengendalian pembangunan belum dilakukan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kelurahan Mugirejo, keterlibatan berbagai OPD yang memiliki kewenangan berbeda memerlukan sinkronisasi yang berkelanjutan agar pengawasan pembangunan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara terpadu. Namun, koordinasi yang belum optimal menyebabkan proses pengawasan masih cenderung dilakukan secara sektoral sesuai dengan tugas masing-masing instansi. Akibatnya, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan keberlanjutan lingkungan menjadi kurang efektif karena masing-masing instansi masih bekerja berdasarkan kewenangannya sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun koordinasi telah dibentuk secara administratif, sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan antarinstansi masih belum berjalan secara konsisten. Perbedaan fokus kewenangan antar-OPD juga menyebabkan proses pengawasan pembangunan sering kali dilakukan secara terpisah, sehingga potensi pelanggaran tata ruang maupun dampak lingkungan tidak tertangani secara menyeluruh. Selain itu, lemahnya integrasi kelembagaan dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efektif dalam mengendalikan pembangunan di wilayah yang memiliki kerentanan ekologis seperti Mugirejo.
Ketujuh, prinsip akses terhadap keadilan (access to justice), masyarakat secara formal memiliki jalur pengaduan. Akan tetapi, dalam praktiknya akses tersebut belum sepenuhnya inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam wawancara dengan Kepala Kelurahan Mugirejo menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya dapat menyampaikan pengaduan, tetapi banyak yang memilih pasrah karena proses yang dianggap rumit dan berbelit. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang, di mana posisi masyarakat masih relatif lemah dalam memperjuangkan hak atas lingkungan dan ruang hidup yang aman. Prosedur pengaduan yang dianggap rumit dapat menyebabkan masyarakat enggan menyampaikan keberatan atau laporan terkait dampak pembangunan yang mereka alami. Selain itu, keterbatasan informasi, minimnya pendampingan, serta rendahnya kepercayaan terhadap tindak lanjut pengaduan juga turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya mekanisme pengaduan secara formal, tetapi juga mengenai kemudahan akses, keberpihakan, dan efektivitas sistem dalam merespons kebutuhan masyarakat secara nyata.
Secara keseluruhan, implementasi prinsip GEG di Kelurahan Mugirejo menunjukkan bahwa kerentanan banjir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis, tetapi juga merupakan konsekuensi dari lemahnya tata kelola lingkungan. Keterbatasan dalam penegakan hukum, partisipasi publik, akses informasi, serta koordinasi kelembagaan menjadi faktor utama yang memperkuat risiko bencana pada kawasan permukiman. 
Diskursus Penerapan Good Environmental Governance dalam Kerentanan Banjir di Kelurahan Mugirejo
Temuan empiris menunjukkan bahwa kekurangan implementasi prinsip GEG di Kelurahan Mugirejo bersifat sistemik, bukan parsial. Ketidakefektifan tiap prinsip menciptakan pola tata kelola yang tidak mampu mengendalikan dinamika pembangunan permukiman. Kerentanan banjir tidak lagi hanya dipandang sebagai konsekuensi ekologis, tetapi juga sebagai hasil kegagalan institusional dalam mengelola ruang.
Secara konseptual, GEG tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan sumber daya. Dengan menekankan integrasi antara dimensi regulatif, partisipatif, dan kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.
Temuan di Mugirejo menunjukkan dominasi pendekatan administratif-prosedural yang mengabaikan substansi pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah mencerminkan keterbatasan kapasitas institusi sekaligus ketidakkonsistenan prioritas kebijakan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Prinsip rule of law belum berfungsi sebagai instrumen pengendalian, melainkan berhenti pada tataran formalitas.
Kualitas partisipasi publik yang rendah dan keterbatasan akses informasi memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang. Situasi ini menurut (Newig & Fritsch, 2018) mencerminkan praktik tokenism, di mana partisipasi hanya bersifat simbolik tanpa pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Akibatnya, kontrol sosial terhadap pembangunan melemah dan tidak mampu mencegah degradasi lingkungan.
Menelaah dari sisi kelembagaan, fragmentasi kewenangan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan lemahnya integrasi kebijakan dalam pengelolaan ruang. Efektivitas GEG sangat ditentukan oleh kapasitas institusi dalam membangun koordinasi lintas sektor yang konsisten. Ketidaksinkronan antarlembaga membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran tata ruang secara berulang.
Keterbatasan kewenangan di tingkat lokal juga menunjukkan bahwa desentralisasi belum diikuti dengan penguatan kapasitas. Aktor lokal masih berada dalam posisi subordinat, sehingga respons terhadap permasalahan lingkungan cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada struktur birokrasi di tingkat kota. Dengan demikian, penerapan GEG di Kelurahan Mugirejo memperlihatkan kesenjangan mendasar antara kerangka normatif dan praktik implementasi. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat kerentanan sosial-ekologis masyarakat terhadap risiko banjir.
Temuan ini menegaskan bahwa kerentanan banjir di kawasan permukiman tidak dapat direduksi sebagai persoalan teknis hidrologis, melainkan sebagai konsekuensi dari kegagalan tata kelola lingkungan. Penguatan GEG menjadi prasyarat fundamental dalam mengurangi risiko bencana, yang menuntut tidak hanya penyempurnaan regulasi, tetapi juga konsistensi penegakan hukum, integrasi kelembagaan, serta penguatan partisipasi publik yang substantif.
SIMPULAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Good Environmental Governance (GEG) dalam pembangunan permukiman di Kelurahan Mugirejo belum berjalan optimal dan masih didominasi oleh pendekatan administratif. Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan telah tersedia, termasuk arahan dalam RPJPN 2025–2045, pelaksanaannya di tingkat lokal menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Kelemahan utama terlihat pada rendahnya konsistensi penegakan hukum, terbatasnya partisipasi masyarakat yang masih bersifat formalitas, serta lemahnya koordinasi antar kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta penurunan daya dukung lingkungan.
Dengan demikian, kerentanan banjir di Kelurahan Mugirejo tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola lingkungan. Penguatan implementasi GEG melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan permukiman yang berkelanjutan serta mampu mengurangi risiko bencana.
Penelitian ini menyarankan peningkatan kerja sama antarlembaga melalui sistem kerja yang lebih terpadu dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan. Selain itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan bermakna agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah. Penerapan aturan lingkungan secara terus-menerus juga menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan ruang jalan sesuai prinsip keberlanjutan dan mengurangi risiko bencana. Diharapkan penerapan rekomendasi ini dapat membantu mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih fleksibel, berkelanjutan, dan tahan banting, terutama dalam menghadapi tantangan banjir dan tekanan pembangunan permukiman di Kelurahan Mugirejo.
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